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Peninjuan kembali merupakan salah satu upaya hukum
lnar biasa atau istimewa yang dikenal dalam Hukum Acara
Perdata. Upaya hukum peninjauan kembali diduga untuk
memerikoa kemball putusan vang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap yang mengandung kekeliruan dan kehilafan.

Jadi keberadaan upaya hukum peninjauan kembali masih
membuka peluang bapi para pencari keadilan memenuhi harapan
kepantian hilkum secara sempurna. Berdasarkan hal tersebut
rehingpa pemlis terdorong untuk mengadakan penelitian pada
Pengadilan Heperi Kelas 1 Ujung Pandang mengenal “"Peninjauan
Eembali Terhadap Putusan yvang telah memperoleh kekuatan
Hukum yang tetap dalam prakara Perdata".

Penelitian ini bertuwjuan untuk lebih memahami alasan
reninjauan kembali yang wenjadil dasar pengajuan permchonan
peninjaunan kembali dan untuk mengetahui pengaruh peninjauan
kembal i terhadap ekselkusi Putusan Pengadilan. Untuk mencapai
tujuan  tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan
mengmmakan metode wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan
hamil putusan yang dituangkan dalam skripsi ini, disimpulkan
bahwa pengajuan permchonan peninjauan kembali  disertai
denpan alasan-alasan yang kuat sesuai dengan yang ditentukan
dalam undang-undangd. _

Peninjanan kembali berpengaruh terhadap  ekasekusi
putusan pengadilan,karena dalam praktek terjadi penangguhan
eknekuai dengan alasan  peninjauan kembali meakipun
undanp-undang melarang penangfuhan teraebut.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan para pihak yang berperkara mengajukan perkara-
nya ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesalan
dengan dijatuhkannya putusan.

Berbicara tentang putusan hakim, maka hampir dipasti-
kan tidak semua pihak yang berperkara merasa puas terhadap
putusan hakim. Hal ini disebabkan karena putusan hakim tidak
luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil
bersifat memihak. Terjadinya kekeliruan atau kekhilafan pada
putusan hakim tidak lepas dari keberadaan hakim sebagail
manusia biasa. Oleh karena itu demi kebenaran dan Ikeadil&n
setiap putusan hakim perlu untuk diperiksa ulang, agar
kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan terse-
but dapat diperbaiki.

Setiap pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap
putusan hakim tersedia baginya upaya hukuﬁ untuk melawan
putusan tersebut. Upaya hukum adalah upayva atau alat untuk
mencegah atau memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan dalam
ayatu putusan.

Upaya-upaya hukum Yyang dikenal dalam Hukum Acara
Perdata, yaltu

1. Upaya hukum biasa, yaknil perlawanan (verzet), banding,



dan kasasi; Hgﬁhh_ ' /

2. Upaya hukum luar blaes, yvakni peninjauvan kembali dan
~perlawanan pihak ketiga (derden verzet),

Sifat- dan berlakunya upaya hukum diataz berbeda ter-
gantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum
luar biasa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap
putusan hakim selama tenggang waktu yang ditentukan oleh
Undang=-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan
menerima putusan. Upays hukum biasa bersifat menghentikan
pelaksanaan putusan untuk sementara.

Upaya hukum biasa atau istimewa ditujukan pada putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Suatu
putusan yvang telah mempercleh kekuatan hukum yang tetap jika
ada pihak yang merasa tidak puas, maka pihak tersebut dapat
mempergunakan upaya hukum peninjauan kembali apabila cukup
alasan untuk itu.

Lembaga peninjauan kembali adalah sarana terakhir
dalam perkara pérdata yang dapat digunakan untuk mengoreksi
kembali putusan yvang telah memperoleh kekuatan hukum yang
pasti. Peninjauan kembali memberi kemungkinan terakhir untuk
mengadakan koreksi terhadap suatu putusan agar dapat
diperoleh putusan yang adil.

Dalam perundang-undangan nasional, istilah peninjauan

kembali mulai dipakai dalam Undang-undang tentang HKetentuan-
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ketentuan Pokok Kekuasean Kehakiman (Undang-undang Ho.l1l9
Tahun 1984), yvang dalam paeal 15 menerangkan @
"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempercleh
kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon penin-
Jauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal
atau keadaan~keadaan vyang ditentukan dalam
:Hndang-undang.”

Ketentuan tersebut diatas telah diatur kembali dalam
pasal 21 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-
undang No.1l4 Tahun 1970), yang secara lebih jelas menerang-
kan :

"Apablila terhadap hal-hal atau keadaan yang diten-
tukan dengan wundang-undang, terhadap putusan
Pengadilan vyang telah memperoleh kekuatan hukum
vang tetap dapat diminta peninjauan kembalil
kepada HMahkamah Agung, dalam perkara perdata dan
pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Ketentuan diatas lebih jelas karena dari ketentuan
tersebut dapat diketahui bahwa permchonan peninjauan kembali
dapat ditujukan baik terhadap putusan perkara pidana maupun
terhadap putusan perkara perdata dan bahwa permchonan penin-
jauan kembali itu harus diajukan ke Hahkamah Agung.

Kini peninjauan kembali terhadap putusun yang telah
memperoleh kekuatan hukum yvang tetap dalam p&rkarﬁ perdata

diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1885 tentang
Mahkamah Agung.

Parihal pengajuan permchonan peninjauan kembali harus
diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur
secara limitatif dalam paeal 67 Undang-undang No. 14 Tahun

1985, maka penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu



reninjauan kembali. Hamun kenyataan banyak permchonan penin-
Jauan kembali yang ditolak karena alasan-alasan yang diguna-
kan umumnya menyimpang dari pasal 67 Undang-undang Ho. 14
Tahun 1985. Hal ini dapat merupakan kendela untuk melaksana-
kan peninjauan kemball sebagaimana mestinva.

Apabila dikaitkan antara peninjauan kembali dengan
ekeekusi putusan pengadilan, maka terlihst adanya pengaruh

peninjauan kembali terhadap eksekusi.

—I--_'-

1.2, Runuu&n!dﬂn_E&LﬂE#n_Haﬂhlah
Untuk lebih mengarahkan penelitian yang penulis laku-
kan serta membatasi ruang lingkup permasalahen yang timbul,
maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk perta-
nyaan ﬂehagﬁi barikut
1. Bagaimana penggunasn alasan-alasan peninjauan kembali
vang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kemba-
X ¥
2. Bagaimana pengaruh peninjeuan kembali terhadap eksekusi
putusan pengadilan 7
1 3. Tujuan dan Kegunaan Penelltian
Tujuan dari penulisan skripasi ini adalah
1. Untuk mengetahul penggunesan alasan-alasan penin-
4auan kembalil vang menjadi dasar pengajuan permoho-
nan peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui pengaruh peninjauvan kemball terha-

dap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

. I |



memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kegunaan dari penelitian ini adalah : r

1. Mengingat isi pasal 21 Undang-undang Mo.1l4 Tahun
1970 vang memungkinken peninjauan kemball, maka
hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi
para pencari keadilan yang akan menggunakan upaya
hukum peninjauan kembali.

2. Hamil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat untuk
mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam usaha
menegakkan hukum dan keadilan.

4. Diharapkan dapat memberikan data mengenali penggu-
naan wupays hukum peninjauan kembali dan perihal
pengaruh peninjauvan kembali terhadap pelakeanaan

putusan pengadilan.



RAB 2

TINJAUAN PUSTAEA

9 .1. Penpertian Peninjauan Kembali

ITstilah peninjauan kemabali aclalah serangkal.
Peninjauan berasal dari kata “tinjau” yeng mendapat awalan
“pe" dan akhiran “an”. Kata peninjauan diartikan sebagai
perbuatan atau hal, sedangkan kata kembali dapat pula dipa-
kai sebagai keterangan kata kerja seperti pencabutan atau
penarikan, miszalnya mencabut atau menarik keputusan atau
perkataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penin-
jauan k&mbali menurut pengertian kamus adalah perbuatan
nnctuk mencabut atau menarik suatu keputusan semula.

| Peninjauan kembali meruﬁakan sebutan (literatur) resaml
bagi salah satu upaya hukum luar blasa yang dikenal dalam
Hulkum Acara Perdata. Upaya hukum luar biasa lainnya adalah
perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Peninjauan kembali adalah suatu upsys hukum yang
berupa permohonan dari salah satu pihak yang Eerperkara atau
pihak vang pernah dipanggﬁl dalam persidangan, agar keputu-
san vang dijﬁtuhkan dalam persidangan tersebut yang telah
perkekuatan hukum yang tetap dapat ditarlk kembali. Penin-
jauan kembali adalsh upaya hukum luar biasa atau istimewa.

dikatakan demikian karena upaya hukum penindauan kembali

merupakan sarana untuk membatalkan putusan vyang telah
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mempercleh kekuatan hukum vang tetap dimana Jslan bilasa

ridak memungkinkan lagi

Soedikno Mertokusumo (1988:173). mengemukakan péngser-

tian peninjauan kembali sebagal berikut
"Mengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka
putusan itu tidak dapat diubah lagi sekalipun
oleh pengadilan vang lebih tinggi kecuali denzgan
upava hukum yang khusus yaitu peninjauan kembali
irequest civiel) dan perlawanan pihak ketiga’.

Sardirin (1988:2), memberikan pengertian secara lebih
jelas sebagal berikut

"Keletimewaannya terletak bahwa ia merupakan
SATANA untuk membatalkan putusan pengadilan
terhadap putusan mana jalan bis=sa seperti Verzet
(perlawanan), banding dan kasasi tidak bi=a
ditempuh. Penggunaannya diatur dalam batas-batas
dan syarat-syvarat tersendiri. 3Zarana 1istimewwWwa
itu adalah reninjauan kemball.

FPeninjauan kembali merupakan upaya pukum yan2 diguna-
ksn oleh para pihak yvang tidak puas terhadap putusan hakim
vane telah berkekuatan hukum yang tetap, karena cerjadl
kekeli- ruan atau kehilafan pada putusan tersebut.

Dibukanya kemungkinan untuk memchon peninjauan kembali
terhadap putusan vang telah mempercleh kekuatan hukum yang
retap sdalah demi memenuhi hasrat dari para pencari keadilan
sZar pengadilan benar-benar menjalankan keadlilan sebagaimana
mestinysa

lembags peninisuan kemabali disdakan oleh pembuat

undanp-undann karensa dikhawatirkan bahwa hakim adalah manu-

~ia his=a bisa sajs membuat kesalahan dalam menjatuhkan



PUTUBATL .
Soedirie (1986:2), mengemukakan pendapatnya tentang
perlunya lembaga peninjauan kembali sebagai berikut
"UIntuk menempatkan putusan yvang =lip itu kemball
pada posisinya yang benar, yaitu memberikan

keadilan, maka perlu adanya upaya hukum luar
biasa atau istimewa.

Menurut pendapat peneliti pengadila lam memerikaa
HUALY perkara ‘biﬂa aaja terjadi kekeliruan penafeiran
cehingga mengakibatkan putusan veng dijatuhkan atas perkarsa
tersebut kurang tepat, sehingga menimbulkan rasa ketidak
adilan oleh salab satu pibhak yang berperkara. Oleh karena
ity perlunya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut
agar diperoleh putusan yang benar-benar adil.

Upava hukum peninjauan kembali sebagal salah satu
upaya hukum acara, baik perdata maupun pidana juga merupakan
auatu motifesi bagi para pencari keadilan untuk menyelesai-
kan eetiap perselisihan vang terjadi diantara mereka melalul
pangadilan dengan memanfaatkan upaya-upaya hukum yang terse-
dis ¢alam hukum &acara vang berlaku di Indonesia. Dalam
pengpunaan upaya hukum tersebut pihak-plhak yang berperkara
pada damarnya tetap diberi kesempatan untuk menguraikan
pendapatnya sehingga putusan yang dijatuhkan yang mengakhiri
persengketaan depat dirasa adil oleh pihsak-pihak  vyang

berparkara -



2.2, Sejarah dan Dasar Hukum Berlakunya Lembaga peninjauan
kembal i

l.embaga peninjesuasn kembali terhadap putusan dalam
rerkara perdata berasal dari sistim fhukum Ferancis Yang
hernama Request Civiele vang timbul pada abad ke-16.

Ni Indonesia lembaga peninjauan kembali sudah sejak
lama pula dikenal dalam praktek, bahkan sebelum Perang Iunia
1T praktek Landraad telah mengenal lembaga tersebut tetapl
istilah penindauan kembali waktu itu belum dipakei, 1istilah
van dipakai adalah Request civiel yang berpedoman pada
ketentuan RV (Reglement of de Burgelijke Rechtsvorderingl.

Lembaga peninjauan kembali atau Request Civiel ini
ridak diatur dalam HIR dan RBG. namun dalam praktek lembags
rersebut tetap dipakal.

Lembaga reninjauan kembali mendapat dasar hukum
konstitusicnal mulas*mula dalam Undang-undang No. 13 Tahun
|1984. dengan berpijak pada pasal 31 dan Pasal 52 Undang-
undang Ha. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan
peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-undang ini merupa-
kan pelaksanaan dari Undang-undang No. 18 Tahun 13064 kedua
pusal tersebut menunjukkan bahwa Mahkameh Agung diberi
weweanang dan tugas untuk menangani perkara permohonan penin-
jauﬂﬁ kembali terhadap putusan pengadilan Hegeri yang telah
mﬂmpernléh kekuatan hukum yang tetap.

Adanya Janji yang dimuat dalam Undﬁng—undang Ne. 19
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Tahﬁﬂ 1964 maupun ndang-undeng Ho. 13 Tahun 1863, Mahkamah
Agung mengeluarksn Surat Edaran tanggal 78 September 1987
Ho. B631/KM/1501/M/A.1/67. Surat Edaran tersebut melarang
dipergunakannya lembaga Heguest Civiel dmlam RV esbagail
pedoman  untuk menyelesaikan perkara-perkara  permchonan
peninjauan kembali.

Setelsh empat tahun Undang-undang No. 13 Tahun 19865
berlaku, ternvata makin banyak permchonan penlnjauan kemball
vang diterima sedang Undang-undang yang diperintahkan oleh
kedua lndang-undang tersebut belum &da, maka Mahkamah Agung
aelaku Lembaga Pangadilan . Negara Tertinggl menge luarkan
peraturAan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli
1989. dalam Perma tersebut dinyatskan bahwa dirasa perlu
untuk menggunakan lemhaga peninjauan kembali dengan cara
menambah  hukum acra Mahkamah Agung. Dalam pasal 131 Perma
reraebut dikemukaskan alsan-alasan antara lain
5. Bahwa hanyak rekall oleh pencari keadilan diajukan

. permohonan kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung
kapacda Mahkamah Agung untuk mendapaﬁkan peninjauan
kempbali putusan pengadilan yang telah mempercleh kekuatan
hitkuwm yang tetap.

bh. Bahwa ternyata dari permochonan tergebut mempunyail dasar
yang kuat, sehingga apabila tidak diterima hanya karena
lembaga itu, yamg menganut pasal 31 Undang-undang No. 13

Tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung belum ada
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Undang-undang vang mengatur pelaksansannya skan timbul
rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan.
Hamun tidak lama setelah Peraturan Mahkamah Agung ini

- dikeluarkan Perma tersebut dibekukan. Pembekuan litu te?tera
edlam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 Tehun 1969 tanggal
23 QOktober 1969, yang beralssan bahwa peraturan tersebut
belum bisa dijalankan karena masih diperlukan peraturan
lebih lanjut menvangkut beberapa hal, seperti tentang biaya
perkara dan peraturan peralihan mengenai permohonan=
permohonan yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tingai
dan lain sebagainya.

Egtahun kemudian diundangkanleh Undang-undang Ho. 14
Tahuﬁ 1970 vang menggantikan Undang-undang No. 18 Tahun
19849 . Beberapa bulan berikutnya dikeluarkan peraturan Mahka-
mah Agung HNo. 1 Tahun lﬂ?Dlt&nggal 30 Nopember 1870 yang
ininya mencabut Perma No. 1 Tahun 1869, |

ﬁkhirﬁya pada tanggal 31 Juli 1576 dikeluvarkan lagi
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tehun 1876 tentang penijauan
kembali. Perma tersebut mencabut Perma No. 1 Tahun 1971
serta surat-surat edaran aebelumnya Vang menyangkut
peninjauvan kemball.

Sambil menunggﬁ peraturan Perundang-undangan
gelanjutnya mengenal peninjauan kembaii. Mahkamah Agung
menge luarkan Peraturan No. 1 Tahun 1980 tentang reninjauan

vembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
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tetap, vang kemudian disempurnaken oleh Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 1982 veng tidak hanys memuat bagian-baglan
vang mengalesmi penvempurnaan saja, melainkan juga mengenal
istilah Request Civiel tidek dipergunakan lagi dan digantl
dengan istilah Peninjauan Kemball.

Peraturan Mahkamah Agung ini belaku sampal saat dike-
luarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembuarsn Negara 1885 No. 75 m.b. 31-12-85). Akhirnya
peraturan pelaksanaan peninjauvan kembali diatur dalam
Undang-undang Ho. 14 Tshun 1585, dan Undang-undang ini

herlaku namﬁai asekarang.
2.3. Propedur Peninjauan Eemball

Sehagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa
permohonan peninjauan kembali ditujukan terhadap putusan
yﬁﬁg telah memperoleh kekuatan hukm yamg tetap. Selain itu
pengajuan permohonan peninjsuan kembali harus  disertail
derpgan alasan-alasan vang menjadi dasar pengajuan permohonan
terasbut.

Adapun alapan-alasan yang dapat dipakai sebagal dasar
untuk mengajukan permohonan peninjauan kemball telah diatur
necara 1imitatif dalem pasal 67 Undesng-undeng Ho. 14 tahun
1985, Alasan-alasan itu adalah :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebochongan atsau
tipu muslihat plhak lawan yang diketahui setelah fperkara

diputus atau didasarkan pada bukti-bukti vyang kemudian
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nleh hakim pidana dinvatakan palsu;
tv. Apabila =etelah perkara diputus, ditemukan surat-surat

bukti vang bersifat menentukan pada waktu perkara di-

periksa tidak ditemulan;

i

Apahila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut

atau lebih dari yang dituntut;

d, Apahila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa dipertimbangkan sebab-sebanya;

5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal
vang sam=, atas dasar vang sama cleh Pengadilan yang
sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang
bertentangan satu sama laing

f Apabila dalam suatu putusan terdspat suatu kekhilafan
Halkim atau suatu kekeliruasn yang nyata.

Proses pengajuan permohonan peninjauan kemball dimulai
dengan masuknya permohonan peninjauvan kembali secara tertu-
lis atan lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memu-
bug perkaranva dalam tingkat pertama.

Pemohon  peninjauan  kembali dikenakan biaya perkara
pada saat memasukkan permohonan di Kepaniteraan. Untuk
penerimaan permohonan peninjauan kembali dan biaya perkara
panitera membarilkan tanda penerimaan yang berisi hari dan
tanpgal penerimaan  permchonan serta biayva perkara itu.
Tanggal penerimaan permchonan tersebut untuk menghitung

tengnang waktu pengajuan permchonan peninjavan kemball.
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Setelah Pengadilan Negeri menerima suatau permohonsn
peninjauan kembali, maka paniters secepatnya memberikan atau
mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawen dengan
makoud =
a. PBilamana hal itu mengenai permchonan penindauan kemball

vang didasarkan atas alasan sebagalmana dimeksud pada
pagal 67 huruf a atau b Undang-undang No. 14 Tehun 1885,
supava ada kesempatan baginya untuk mengajukan Jawa-
bannya;
b. Bilamana hal itu mengensl permohonan penlnjauan keubull
vang didasarkan atas salah satu alasan yanpg teracbut pada
. pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f Undang-undang Ho.
14 Tahun 1985, apgar dapat diketahul.

Pengiriman salinan permchonan tersebut kepada plhak
lawan, harus dilaksanakan oleh panltera selambat-lambatnya
dalam  waktu 14 hari setelah permohonsn diterima di
Pengadilan Hegeri. Dalam rraktel adanya kepastian tentang
hari dan tanggal pemberian atau penglriman salinan
permohonan tersebut, maka oleh panitera dibuat akta penyera—
han salinan permohonan yang ditanda tangani oleh panilera
yang menyerahkén dan pihak yang menerima salinan permohonan
ita.

Pihak lawan yang telah menerima salinan permochonan
peninjauan kemhall yang diejukan pemchon berdasarkan alasan

pada huruf a atau b dari pasal 67 Undang-undangf Ho. 14
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Tahun 1985, dapat mengajukan jawabannva dalam waktu ED‘ hari
terhitung sejak diterimanva salinan sucat permchonan penin-
danan kembali tersehut echagaimana yang dimeksud dalam pasal
72 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 18985.

Surat jawaban dari pihak lawan diserahkan atau dikirim
kepada Pengadilan Negeri dan pada surat jawaban ltu panitera
menbubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanysa
surat Jjawaban tersebut. Salinan surat Jawaban disampaikan
atau dikirimkan pula kepada pemchon peninjauan kembali untuk
dimaklumi seperlunya.

Permchonan dan Jawaban atas perwchonan peninjauan
kemhali serta surat-surat bukti dan bahan bukti lainnya Jjika
ada lenakap dengan berkas perkara diteruskan atau dikirim ke
Mahlkamah Amung dengan cara yang tercepat dan teraman.
Pengiriman tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah surat
jawahan dari pihak lawan diterima.

&. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauvan kembalil
srat kaitannya dengan alasan-alasan peninjauan - kembali
kapena pengajuan permohonan didasarkan atas alasan-alasan
sebagaimana diﬁaksud dalam pasal 67 Undang-undang Uo. 14
Tahun 1905, wvaitu 180 hari untuk :

{a). Yang disebut.pada huruf a sejak diketahui kebohongan
atmy tipu muslihat atau sejalr putusan hakim pidana

memperaleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitakan



kepada pihak vang berperkara;

{h). Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat
bukti, wveng hari serta tanggal ditemukannya harus
dinvatakan dibawsh sumpah dan disahkan oleh pejabat
herwenang;

te). Yang disebut pada huruf e, d dan £ selak putusan
memparaleh kekuatan hukum yang tetap dan telsh diberi-
talkan kepada para pihak-pihak yveng berperkara;

(dy. Yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir
dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum  tetap
dan telah diberitahukan pihak yang berperkara.

Manurut hemat penulis dengan adanya pengaturan SeCcara
tepas dan mengenal tenggang waktu vengajuan permohonan
peninjauan kembali yvang diatur dalam pazal B9 Undang-undang
He. 14 Tahun 1985, adalsh sangat beralasan sebab apablla
tidak ada pengaturan secara tegas mengenal hal tersebut maka
dapat mengakibatkan kekacauan peradilan karena pemeriksaan
snatilt | perkara secara Lerus menerus. Hal ini mengakibatkan
setiap orang yang berperkara meskipun telah dipulihkan
haknya melalul suatu putusan pengadilan yang telah mem-
rernleh kakuat;n hukum tetap namun tetap akan merassa khawa—
{1y bahwa snatu hari hak vang telah diperclehnya itu akan
dimugat kembali olah pihak yang sama dan mengenal hal yang
sama  pnla melalui uwpaya hukum peninjauan kembali, dimana

ialan tersebut dapat saja dilakukan aetiap saat karena tidak
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ardanya pembatasan waktu.
B. Pihak Yang Berhak Mengajukan Fermohonan Peninjauan
Kembali

Pihak vang berhak mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan yang
tetap, telah diatur secara tegas dalam pasal 68 Undang-
undang No. 14 Tahun 1885, yang berbunyi sebagal berikut

{1). Parmchonan peninjauan kembali harus diajukan
oleh para pihak yang berperkara, atau ahli
wariasnya atau seorang wakilnya yang secara
hkusus dikuasakan untuk itu.

{(2). Apabila pselama proses penlinjauan kembali
pemohon meninggal dunia, pemohon tersebut
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pihak yang berperkara yang dimaksud adalah pihak yang
berkepentingan, misalnya pihak yang kalah dalam perkaranya.
Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan oleh
orang vang tidak pernah menjadi plhak dalam perkara yang
atasnya dimchon peninjauan kembali, kecuali dikuasakan oleh
pemohon peninjauan kemball.

;. Tempat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali diajuﬁan kepada Mahkamah
Agung .ﬁelalui Ketua Pengadilan MHNegerli yang  memutuskan
perkara vyang dimchonkan peninjauan kembali dalam tingkat
pertama. Hal ini diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang-undang
Ho. 14 Tahun 1885.

D. Pengadllan Yang Berwenang Memutus Perkara yvang Ditinjau

Kembali
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Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Hegara tertinggl
ditujuk antuk mengadili perkara permohonan peninjauan
¥emhali, sehagaimana diatur dalam pasal T0 ayat 2 Undang-
undang Mo. 14 Tahun 1985, TFungei Mahkamah Agung dalam
melalukan pemeriksaan dan pemutussan perkara permochonan
peninjauan kembali adalah mengadakan koreksl terakhir terha-
dap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena

terjadinya kekeliruan dan kehilafan hakim.



BAR 3 .

HITTODE PENELTTTAN

J.1. Lokari Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Madya UjJung
Pandang, tepatnya pada Pengadilan Hegeri Kelas T Ujung
Pandang.

Penulis memilih mengadakan penelitian di Pengadilan
Hegeri Kelas I Ujung Pandang ini selain mudah dijangkau oleh
panulis, Jjuga semakin banyak permohonan peninjauvan kembali
vang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

3.2, Gumber Data

Palam penulisan skripsi ini penulis telah berupayva
pedemikian  rupa untuk memperoleh date yang ada hubungannva
dengan  judul  okripsi ini. Data tersebut diperoleh sacara
langsung dari hasil penelitian di Pengadilan MNegeri Wiung
Pandang yvang berkaitan dengan obyek penelitian dan data yang
diperoleh pada data yang telah tersusun dalam bentuk
dokumentasi yvang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian vyang dilakukan inl menghasilkan data yang

dapat dignlongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

a. Duta primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan Fpgfﬁt\yang terkait di Pengadilan Hegeri

|
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[ljung Pandang. Untuk selanjutnya, data inli masih perlua

diolah sehingga akan menjadl deta yang slap pakal.

h, Nata Ssekhuander

Data sekunder yvaitu data yang diperoleh dengan cara Moo

membaca literatur-literatur, makalah-makalah dan peratu- f‘khﬂi%;

bt

ran perundang-undangan vang relevan dengan obyek penell- J
L F“zu?

tian skeripsl ini.

E _--.::—1 '|_-H

3. 4. Analisa Data é}#T

Data wanz diperoleh dari penelitian ini diolah kemu-

dian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.
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HASTI. PEHELITTAN DAN PEMBAHASAN Eiﬂ”ﬁﬂﬁbﬂgq‘ ;

4_.1. Penpgpunaan Alasan—alasan Peninjauan Kembali

Telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa permohonan
peninjavan kembali hanya dapat diterima apabila diajukan
berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 687
Undang-undang No.l4 Tahun 19854.

Alasan-alasan yvang terdapat dalam Undang-undang Ho. 14
Tahun 1985 ini dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu :
1. Alasan-alasan vang dipergunakan apabila dasarnya dikete-

mukan dalam perbuatab salah satu pihak yang berperkara

atau pihak ketiga.

Alasan-alasan vang dapat dimasukan dalam bagian pertama

ini, ardalah :

4. Pasal 87 (a) * apabila putusan didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat pihak
lawan vang diketahul setelah perkaranya
putus atau didasarkan pada bukti-bukti
Vang oleh haklm pidana dinyatakan
palsau;

b. Pasal 67 (b) : apabila setelah perkara diputus, dike-
temukan surat-surat buktl yang bersifat
menentukan vang pada waktu perkara
diperiksa tidak dapat ditemukan.

Pokok permasalahan yang terdapat pada bagian pertama
ini adalah mengoreksi suatu putusan yang dalam satu segil

tidak sesuai dan tidak tepat sebab fakta-fakta yang menjadi

dasar pengambilan putusan oleh hakim tidak sesual dengan

21
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yvang sebenarnya sehingga terjadi kekhilafan terhadap fakta
{feite]ijk%_ﬂwalinﬂ} vang dilakukan oleh hakim. Dengan kata
lain bahwa terdapatnva kebohongan atau tipu muslihat vyang
dilakukan pihak Jlawan vyang menyebabkan hakim melakukan
kekhilafan terhadap fakta sehingga menimbulkan kerugian
terhadap salah satu pihak yang berperkara.

Tujuan utama setiap orang vang berperkara adalah &gar
dimenangkan dalam perkaranya. Untuk mencapal maksud tersebut
maka para pihak vang berperkara berusaha menempu segala cara
dalam persidangan misalnya berbcheong dengan mengatakan hal-
hal vang tidak sesuai dengan kenyataan.

Jelaas bahwa perbuatan dari salah satu pilhak yang
berperkara atau pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya
kekhilafan terhadap fakta, sebab hakim dalam wmenetapkan
fakbtn-fakbta dalam suatu perkara bergantung pada penjelasan
dan keterangan-keterangan yvang diberikan oleh pihak-pihak
yang berperkara.

Kesimpulannya bahwa permchonan peninjauvan kemball
hanya dapat diterima apabila didasarkan atas adanva kekhi-
lafan terhadap fakta sehingga putusan tersebut dalam satu
pegi merugikan artinva bahwa pihalk pemohon peninjauan kemba-
1i merasa dirugikan dimana keruglan itu terjadi karena
adanva kekhilafan terhadap fakta terhadap putusan tersebut.
Maumun permohonan peninjauvan kembali dari pihak yang merasa

dirngikan akan ditolak apabila ia tidak dapat membuktikan
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kehenaran fakta-fakta dan keadsan yang ditentang tersebut.

2. Rlagan-alasan vang dipergunakan apablla terjadl kelkkhila-
fan atau kekeliruan hakim dalam melaksanakan hukum acara.
Blapan-alasan vang dapat dimaksukkan delam baglan kedua

int, yvRitu :

a. Pasal B7 (c) : apabila telah dikabulkan suatu hal yang
tidak dituntut atau lebih daripada yang
dituntut;

Fasal &7 {c)lini ada hubungannya dengan asas hakim
pasif. vakni salah satu asas yang dianut dalam Hukum Acara
Perdatsa. Menurut asas ini behwa hakim dalam memerilksa
perkara perdata bersikap pasif dalam artli bahwa ruang ling-
-kup-atau luas pokok persengketaan yang dlajukan kepada hakim
untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para plhak yang
herperkara dan bukan oleh hakim. Hakim dilarang untuk menja-
tubkan putusan atas perkara yvang tidak dituntut dan tidak
holeh mengabulkan lehih dari yang dituntut.

Jelamlah bahwa hakim tidak boleh menambah ataupun
mengurangi hal-hal yang dituntutpara plhak.

b Pasal 687 (d) : apabila mengenai sesuatu bagian dari
tuntutan belum diputus tanpa dipertim—
bangkan sebab-sebabnya;

Pasal 67 (d) ini merupakan salah satu alasan Yyang
dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali yaitu apabila terdapat salah satu tuntut-
an dari beberapa tuntutan vyang tidak mendapat tanggapan

dalam diktum putusan.
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Terhadap tuntutan yvang tidak mendapat tanggapan itu
dapal diajukan pgugatan baru, tetapli ini Jjarang digunakan
karena memerlukan waktu yang penjang. Jalan yang ditempuh
nleh para pihak ialah dengan mengajukan permchonan penin-

Jauvan kembali.

. Pasal 87 (e) : apabila antara plhak-pihak yang sama
mengenai suatu soal vang sama,dasar
vang sama oleh Pengadilan yang eama
atau sama tingkatnya telah diberikan

putusan yang bertentangan satu dengan
vang alin;

Terhadap suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan
hukum vang tetap, diajukan sekali lagi ke pengadilan oleh
=alah =atu pihak yvang keberatan terhadap putusan tersebut,
dan pihak lawannya tidak mengemukskan adanya putusan tetap
itu kepada hakim, dengan kata lain adanya putusan tetap 1itu
tidak ditanggapi oleh hakim sehingga tiﬁbul putusan baru
vang bertentangan dengan putusan semula.

Pasal 87 (e) ini ada hubungannyva dengan asas Kesamaan
Dalam Perkara vang sama yang terdapat dalam Hukum Acara
Perdata. Menurut asas ini bahwa pada setiap perkara yang
sama atau sejenis harus diputuskan serupa pula. Hal ini
telah merupakan eifat pembawaan dari pengadilan, karena
apabila suatu perkara yang sejenis diputua berbeda dapat
menimbulkan ketidakpastian sehingga menyebabkan lkeresahan
dikalangan para pencari keadilan.

Apabila permohonan peninjauan kemball atas adanya

pertentangan antara putusan yang lama dengan putusan yang
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baru diterima, maka dalam pemeriksaan kemball putusan vang
baruy akan dibstalkan sedangkan para pihak kembalil kekeadaan
semila seperti sebelum putusan vang baru diputuskan.

. Pasal 67 (f) : apabila dalam suatu putusan terdapat
suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekelliruan yvang nyata.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu
perkara tidak luput dari kekhilafan atau kekeliruan sehingga
rutusan yang dijatuhkan dirasa tidak adil oleh salah satu
pihak yvang herperkara. Hal ini tidek lepas karena keberadaan
hakim cebagal manusia biasa.

Terdapatnya euatu kekhilafan hakim atau suatu kekeli-
" puan  yanpg nyata dalam suatu putusannya, maka hal ini dapat
digunakan sebagail alasan untuk diterimanya suatu permohonan
penintauan kemball.

Demikianlah alasan-alasan yang dipergunakan sebagal
dasapr untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terha-
dap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Jadi penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu penin=
jauan kemball.

lasil penelitian penulis pada Pengadilan Tinggi Ulumg
Pandang, bhahwa permohonan peninjauan kembali vang ditolak
karena alasan-alasan vang dikemukakan tidak sesual dengan
apa wang telah diatur secara limitatif dalam pasal &7
Undang-undang MHNo. 14 Taehun 1985. Alasan yang dikemukakan

oleh pemohon peninjauan kemball pada umumnya hanya eekedar
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méngulang hal-hal vang telah dikemukakan pada proses persi-
dangan tingkat pertesma, tingkat banding,atau tingkat kasasei.
Hal ini dapat dilihat dalam putusan HMahkamah Agung Reg.
Ho. 303 PH/Pdt/1988 (terlampir). Didalam putusannya Mahkem
Agung menolak permcohonan peninjauan kembali tersebut karena
permohonan itu tidak beralasan dengan kata laln alasan vyang
dikemulktakan tidak memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan
kembali menurut pasal 67 Undang-undang no 14 Tahun 1985.

Melihat peninjauan kembali yvang ditolak karena alasan-
alasan vang dipergunakan bukan merupakan alasan peninjauan
kembali menutut pasal 87 Undang-uandang Ho. 14 Tahun 1885,
hgl ini terjadi karena pemohon peninjauvan kembalil tidak
MQmpErdu]ikan isi pasal 87 tersebut. Tujuan pemochon mengaju-
kan permohonan peninjauan kembali hanya untuk melampiaskan
emosinya karena mereka kalah dalam perkarsnya, atau paling.
tidak dengan mengajukan peninjauan kembali pihak lawannya
meniadi resah dan agar pelaksanaan eksekusi bisa tertunda
untuk sementara waktu.

Penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali yang
aegnai dengan pasal 67 Undang-undang Ne. 14 Tahun 18985,
dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Reg. Ho. 364
PK/Pdt/1990 (terlampir). Dalam putusan tersebut Mahkamah
Agung mengabulkan peninjauan kembali karena alasan-alasan
vang dikemukakan terbukti sesuai dengan pasal 67 (b), &7

(c).87 (e), dan 87 (£f) Undang-undang No. 14 tahun 1985.



27

Menurut hemat peneliti., sebelum mengajukan permchonan
peninjauan kembali para pencari keadilan selain harus mem-
perhatikan alasan peninjsuan kembali harus memikirkan secara
nek=ama, sebab jangan sampail uwpaya peninjauan kembali yang
Aitempubh itu dapat merugikan diri sendiri. Misalnya perkara
vang dimohonkan peninjsuan kembali itu adalah  perkara
htang-pintang atau perkara yang mengandung tuntutan ganti
rugi, maka dengan adanya peninjauan kembali pemeriksaan
perkaranya dapat berlangsung cukup lama dan dalam proses
pemerikssan itu pula eksekusi ditangguhkan, sehingga pemchon
peninjavan kembali selain harus membayar biaya perkara
peninjavan kembali Juga jumlah ganti rugi berupa bunga makin
lams makin besar. Untuk itulah para pencari keadilan harus
memikirkan masak-masak sebelum mengajukan permohonan penin-
sauan kembali, karens dari data-data yang penelitl peroleh
pada Pengadilan MHegeri Ujung Pandang keberhasilan upaya
hultum  peninjavan kembali sangat tipis dengan kata lain
jarang upayva hukum epeninjauan kembali yang dikabulkan.

4.9 . Pengaruh DPeninjauvan Kewbali Terhadap Eksekusi Putusan
Pengadilan.

Suatu peﬁkara perdata diajukan oleh pihak yang ber-
perkara kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau
penyelegnian yaitu déngan dijatuhkannva putusan. Pemeriksaan
perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapl dijatuh-

kannya putusan saja, belumlah selesal persoalannya. Putusan
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itu harus dilaksanakan atau dij=lankan. OSuatu  putusan
Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dijalankan.
Berbicara mengenai eksekusi putusan Pengadilan, maka
perlu diketahui bahwa tidak semua putusan Pengadilan harus
dieksekust atau dilaksanakan. Putusan Pengadilan yang perlu
disksekusi hanyalah putusan yang bersifat menghukum { condem-
natoir) sajalah vyemg dapat dilaksanakan. Sedangkan yang
bersifat menciptakasn (constitutif) dan bersifat menerangkan
atau menyatakan (declaratoir) tidak perlu disksekusl sebab
hegitu putusan yang demikian diucapkan, maka keadaan yang
dinvatakan sah oleh putusan tersebut mulai berlaku.

- Sehubungan dengan adanya upaya hukum peninjauan
kemhali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum veng tetap, maka eksekusi terhadap putusan tersebut
tidak terhalang dengan kata lain eksekusi tetap dijaiankan
mesthun ada peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan
kembali adalah upaya hukum luar biasa, karena luar bilasa
mala peninjauan kembali tidak menangguhkan ataupun menghen-
tikan eksekusi. Hal ini telah diatur secara tegas dalam
pasal B6 avati Undang-undang MNo. 14 Tahun 1985, vang isinya
herbunyi Eebaggi berikut :

Permchonan peninjauvan kembali tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Melihat 1si pasal BB ayat 2 diatas, maka Jelas bahwa
undang-undang melarang Pengadilan menangguhkan atau menghen—

tikan eksekusi meskipun dengan alasan peninjauan kembali.
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Dasar pemikiran sehingga eksekusi tldak boleh ditang-
muhkan yaitu sebelum suatu putusan memperoleh kekuatan hukum
vang tetap, maka para pihak telah diberi kesempatan untuk
memperpunakan upaya-upaya hukum biasa. Selain darl pada 1itu
hasil penelitian menunjuken bahwa upaya hukum peninjauan
kembali vang herhasil sangat kecil, sehingga deml tercipta-
nya  kepastian hukum maka pelaksanaan putusan tidak ditang-
muhkan atau dihentikan meskipun terhadap putusan tersassbut
dimohonkan peninjauan kembali.

‘Kenvataan dalam praktek masih ada putusan yang telah
memperaleh keluatan hukum yang tetap tidak depat dilaksana-
kan dengan segera karena adanya upaya hukum peninjauan
kembali. dengan kata lain eksekusi tertunda karena adanya
peninjauan kembali. Penangguhan inl dapat dilihat dari surat
penetapan Ketua MHahkamah Agung Mo . KME/120/IV/88 perihal
permohonan  penundasn eksekusi yang ditujukan Kepada HKetua
Pengadilan Hegeri Udung Pandang. Dalam Surat Penetapan
terasebut  memuat perintah agar ekseltusl putusan Mahkamah
Apung Nn-lﬂ?? K/pdt/19B84 ditunda gsampail permnhunan.
peninjauan kemball atas putusan terasbut diputus oleh
Mahlamah ngunﬁ, Adapun alasan hinggae eksekusl ditangguhkan
adalah wuntuk menghindari kesulitan dikemudian hari apabila
Lerjadi putusan yang berlalnan.

Tertundanya pelaksan.an putuean karena adanya upaya

bukun peninjausn kemball, terlihat jelas adanya pengaruh
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upayva  hukum tersebut terhadap eksekusi dan hal ini telah
bartentangan dengan pasal 87 ayat 2 Undang-undang Ho. 14
Tahun 1985 yang melarang menghentikannya eksekusi.

Mepurut pendapat peneliti sebab timbulnya penangguhan
ataupun penghentian eksekusi karena adanya ketidaktegasan
dalam menerapkan pasal 686 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun
1985 oleh Pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya
keefelktifan ekselusi putusan pengadilan yang telah mempero-
leh kekuatan hukum yang tetap. Dikatakan demikian karena
dengan ditangguhkannva eksekusi, maka eksekusi mesti
rtertunda sangat lama yakni menunggu sampal proses peninjauan
kembali diputus oleh Hahkamah Agung.

Menjadi Jjelas bahwa terjadinya penangguhan ekeekusi
putusan pengadilan yvang telah mempunyal kekuatan hukum yang
tetap merupakan pengaruh dari adanya upaya hukum peninjauan

kembali.
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PEROTUP

D.1. Keaimpulan

Berdasarkan uraian vyang telah dikemukan pada beb
terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut

1. Upaya hukum peninjauvan kemball merupakan upava hukum luar
hiasa yvang memberi kemungkinan terakhir untuk mengadakan
koreksi  terhadap putusan yvang telah memperoleh kakuatan
bukum wvang tetap vang mengandung kekeliruan dan kehillafan
untulk menyelamatkan keadilan.

2. Permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan
alasan-alasan yvang diatur secara limitatif dalam pasal B7
Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Jadi penggunaan alasan |
lain tidak membukakan pintu peninjauvan kembali. “HRB

3. Peninjauan kembali ’berpengaruh terhadap  pelakasanaan
eksekusi putusan per..adilan, pengaruhnya dapat dilihat
dalam praktek bahwa terjadi penangguhan eksekusi karena
adanya permohonan peninjauvan kembali tetapl penangguhan
tersebut tidak berarti membatalkan putusan yang ditinjau
kembal 1.

5.2 . Baran—sarslr

. Penggunaan upaya hulkun reninjauvan kembali perlu diterap-

kan secara memadai dalam memenuhi kebutuhan para pencari

keadilan, kerena peninjauan kembali diperlukan sebagal
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sarana untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung
kekeliruan dan kekhilafan.

Para pencari keadilan dalem mengajukan permchonan penin-
jauan kembali hendaknya tidak terdorong oleh motivasi
bahwa eksekusi akan tertunda karena adanya peninjauan
kembali, skan tetapi semate-mata untuk menegaltkan
keadilan.

Sehubungan dengan adanya penangguhan eksekusl karena
alasan peninjauan kembali, maka hendaknya Pengadllan
meneliti dan menilal secara cermat sebelum menunda
eksekusi dengan Xkata lain bahwa penundaan eksekusl
dilakukan karena hasil pemeriksaan alssan-alasan yang
diajukan mempunyai bobot untuk mengabulkan permcohonan
peninjauvan kembali. Hal ini untuk menjaga agar keefekti-

fan eksekusi putusan pengadilan tidak hllang.
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DEUT KEADILAN BeWUASARKAN KETUHALAN YANG uAHA ESA F
UAHKAWAH AGUUNG *'}

memerikesn permohonan peninjouankembnli telah mengambil j

putusan sebagani berikut dalum perkara : {ﬂ
H,ul, YASIN AS, bertempat tinggal di Jal: E

Gunung derapl Lr.86 A/ Ho.7 Kelurahan

Figanpan Utara hocamatan Ujung Pandang
Kotamadya Ujung Pendang, pemohon peninje
ankembali dahulu pemchon kasasi/terband:
melawan -3
1. SYAFRULLAN ABDURHAHJIAN 2
2. Uy, Falila fUSHT WMUHAMJIAD, keduanya

“ bertempat tinggal di Jalan Irian lio.2. #
Ujung Pandang ; para termchon peninjat FE
kembali dahulu para termchon kasasi/m Fi
tergupat/ Pembanding- ;. Li

uahkamah Agung terasebut :‘

Menimbang, bahwa dari surut-auﬁut yang berasang! ;i
an ternyutn pemohon penijauankembali dahulu sebagai 3
pemohon kasasi-Yenggugat Terbanding telsh mengajukan b_
parmohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamal 5,
dgung tanggal 30 Nopember 1989 lo.2022 h/Pdt/1987 f_-'
yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkar: |
nya mélawan termochon petinjuuankembalil dahulu sebaugai fH
para teramchon kasasi-para tergupgat-Yembanding dengan ;
posita perkara sebagal berikut : :

bahwa runch yung terletak di Jalun Irian lo.24.
dan bo0.246 adalah milik Penggugat asli, rumanh lio.244

diperolen Penggugnt msli dari ibunya almarhum d.5iti

- i —p—— - T
roo . -
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Aiasyah binti Assafa deogan jalan Hibah yung dibuat
cleh fajanbat Pembunt akte Tanah (PPAT) fapala Peme-
rintah hecamutan Wajo bersama heturahan ﬂalimnngnn.
Yua notamadya Vjung Pandang dibewah Wo.21/Kd/1L/1980 d
pekaorang ini rweuh tersobut ﬁiduduki oleh Tergugat
nali I dengan cara melawan hak, bahwa rumah Wo.246

diperoleli dari A.Sabba di Yogys (kekak penggugat mali)

dengun jalun jual beli di muka Wotaris J.Dumanauw, SH.

dibawah Lg.B10/w ,J/1982 3

bulwa asul usul rumah sebagal berikat
balwa H.hsafa (nenek penggugat wsli) melalul
kuasanya-yang bernama #,Ujafar membeli satu komplek
bangunan dengan tanahnya dari plhak penjual volks
sank Celebes saknsar, penjualan dimukn vwmum (lelang)
dongsn harge F.10.361,55 (sepuluh ribu tiga ratus enan
puluh satu ribu gulden 55 sen) dibayar tunsi tanggsl
17 Juli 1924 yang dibeli s
Tanah pekarangon seluas + 600 m® terdiri
- sebush rumah atap seng lantai batu seluas + 283 mE z
s sebunh pula rumah batu atap seng terbagi 6 petak
rumsh seluas 313 mE judi jumlsh lups = 600 mE

dengan batas-bataasnya seboguimana tersebut dalam surat
gugoetan ; |

tahwa tanah dan bangunan yang adae diatasnya
ini berasal dari #.Abdul harim seluku borg utangnya
pada Volks dank bCelebes dakusar, akan tetapi karena
i Abdul narim tidak dapat menebus hutangnys -pada bank
tersebut, sehingga jaminannys dilelang oleh Bank ter-

sebut dan jutuh pada H,Ujafar kussanya baji hsafa ;
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bohwa H.asafo meninggal dunia di Sinjai tahun
1927 dan sebelum meninggal dunia terlebih daehulu
membuat surat wasiut dimuka Wotaris [.8.0, Weeter
Wakasar dibawah lo.151911 ;

balwa asurat waalat i.t‘u ditetupkan ahlil waria-
nya dimsns H.Aisyuh termosuk didalumnya dan disnghkat
pula juru kuass menjulankan wasiat ini H.ujafar, surat
wasiat mana berbahesa Belanda don telah diterjemshkan
ke dphasa Indonesia oleh falul Penelitian Hohasa Yjung
Fandung ;

bahwa berlandasken surat wasiat itu para ahli
waria mengadakan permuesyswaralan dan peraetujuan mem-
bagi harta yong masih ada dalam parsetujuan 1itu, H,
Sitti Aisyah mendapat lima petak rumsh terletak dijala
Irian yaitu hu.E#E,E#4,?4E,E4B.d&n 250 dan yang Hu.Eqﬁ
jatuh kepada H.Fatimah (tante penggugat esli) perae-
tujuan itu dibust di Bolabor# di Sinjal tenggal 24
April 1978 dan dilegalisir dimuka Motaris Sitske Limow.
5H, dibawah He.2097/1978 ;
. bahwa selanjutnyo perkemh&ng&ﬁ-enam petak rumah
batu atap seng berlandaskan persetujuan dolabarul tang
gul 24 April 1978 sebagai berikut :
lig.240 jatuh pada H,Fatimeh binti li,Asafa kemudian
menjualnys pada penyewa rumah tersebut iy . Yo Giok Fing
(Sherly) jual beli dilakukan dimuka NWotaris Sitske
wimowa, SH. dibawah We.208/V11/1979 ;
lig.242 dihibahkan kepada Zasnal Abidin ladik- penggugat
asli) hibah bo.20/hwW/14L/19B0 kemudian waenal Abidin
menjualnya kepada penyewa rumah tersebut ialah H.llawe
jual beli dilakukan dimuka FPAT Aecamutan wajo hotumad

Jjung Pandang ;
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buhwa U.isafn meninggal dunia di Sinjai tehun
1927 dan sabelum meninggal dunia terlebih dahulw
membuat surat waslat dimuka Hotaris f,8.0, deeter
dokasar dibawah Lo.151911 5

bulww ourat wouiat it& ditetupkan ahli waris-
nyn dimans H.iisyuh teroosuk didalumnya dan diangkat
pqln juru kunss menjalankan wasiut ini H.ujafar, surat
wasint manae berbohasa Belanda doan telah diterjemahkan
ke dsaghooa Indonesia oleh dalai Penelitian Sahaasa Yjung
fandang i

balwa berlandaskon surat wagslet itu pera ahli
waris menpgadakan peravoyawaratan dan persetujusn me-
begl harta yung masih ada dalom persetujusn itu, M.
ditti Aipyah mendapat lima petak rumah terletak dijolao
Irian yaitu Wo.242,244,246,240,dan 250 dan yang le.240
jotuh kepada H.Fatimah (tante ponggugnt asli) perase-
tujuan itu dibuaet di Bolabors di Sinjai tenggal 24
April 1978 dan dilegulieir dimuka Hotaris Hitske Limos:
Sil, dibewah Ie.2097/1978 ;
* bahwa selanjutnys perkembangan enam petak rumah
biztu atap seng berlandaskan persetujusn Holabarub tung
gal 24 April 1978 esebapgai berikut
lig,240 jutuh pada H.Fatimah binti H.isafa kemudian
menjualnyn pada penyewa rumah torscbut Ny.Yo Giok Ping
(Shorly) junl beli dilakukan dimuka Hotaris Sitske
Limowa, SH. dibawah lio.288/V11/1979 ;
hg.242 dihibahlan kepada “sennl Abidin (adik. pengougat
asli) hibah bo,20/bd/14/19800 kemudian Lgeanl Abidin
menjuslnyn kepanda penyewa rumah tersabut ialuh H.llawe
jual beli dilakukan dimuka YPAT Kecamutan wajo hotamad:

Ujung Fandang ;
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yeng aah itu islah bulan UVegember ' 1981 dengan sewn
#e1,000,-lgeribu rupiah) perhﬁlnn dengan tetap me-
mokai kedua almarhum in casua

behwa pengeugit wali telah memperhatikan Yer- -
pugnt-Tergugnt ooli supaya tidak mengadakan perobahan
dan mengganti pintu muka menjodi toko dan jupga meminta
kepada Terpugat asli menuikan vewa rumoh ..5.000,-
(lima ribu rupioh) perbulan dengan tetap meankai noma
abdurrahman dan aushi suhamad, tetapi Yerguagat asli
hanyu setuju w.2.000,-ldaa riba rupiah! perbualan ;

balwa selanjutnya pengpugat asli menganjirgan
supnysa membali rumah tersebut, tetapi Tergugnt-lTergugat
tidak menangegnpi j

bahwa kemudian penggugat asli mengetohui behwa
me;éku penghuni rumsh lie.248 uUjamiel lizamuddin dan
Syafrullah telah berniat dan bersara mafakat untux
meimiliki rumah-rumah in casu terbukti didalam perkora
perdata bho.175/Pdt.0/1984 Tergugat asli I mengakui
rumch jalan Irian Mo.244 adelah miliknya begitu pula
Ljamiel Mizumuddin dalem perkara lig.12/Pdt.G/1985
jupa wengakui rumoh bo.240 adalnh miliknyu, tetapi
tanggal 28 lgpember 1985 yang baru lalu ternyanta Dja-
mial liizunmuddin kelah dan diwajibkan mengembsliken
rumah itu pada pemiliknys llanigh dan H.dudar ;

| bahwa dengan demikian Tergugnt asli I dan ter-

gubat asli 11 bukan pemilik rumnh-rawcsh sengkets dan
juza bukan penyehn rumnh yang osh asehingga kedudukan-

nyn adalsh melawan hek ;
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wenimbung, buhwa tentung permohonan peninjoua
kembali tersebut telah diberitshukan kepade pihak
lowan dengan saksuma pada tanggal 5 Juni 1990, kemiﬁ
terhadapoya oleh pihak lawannya telah diajuken jownb
yang diterima di Hepnnitﬁéuun Fengedilon legeri Yjun
Pandang tengeal 30 Juni 1990

adonimbung, bahwa oleh kerena itu sesuai denga
pual G68,69,71 dun 72 Undang-undang Ho.14 telhun 1985
permehonan peninjauankemball a quo beserta alasan -
unlasannyo yang dinjukan dolom fenggeng wakta dan
dengan cnra yang ditentukan UYndang-undang, maka oleh
knrenag itue formil dapat diterima

uenimbang, bahwa pemohon peéeninjauankembali
telahh mengajuken elasen-plasan peninjouankembeli

yang pada pokoknyu berbunyi sebagui berikut

' 1. bahwa putusan wahkamah Agung lo.2022 n/Pd1/1967
bertentangan dan berbeda dengan putuaan wahkamah
agung Ho.4093 &/Pat/1986 (bukti baru ¥.16) pado-
hol permasalabhan delam kedua perkors tersebut

" adalah sama yaitu rumah yang sama-samo berasal
dari almarhuam #daji Ujafar ; E’L

v. bahwo riwoyat tansh sampai dﬁfik ini mesih atas
nama daji Ujafar (bulkti baru ?.17) sehingga jelas
kedudukan tanah dan seluruh rumsh distaanya odo-

-lﬂh milik naji Vjafor dan tidak bennr Tergugat
apli (Termolion knsasi) membangun rumch diatas
tnoah oreang luin ”

3. behwa nakim sanding dan bekim kasasl telah mengu-

pulkan lebih dari pada yang dituntut oleh Feng-

gugut rekonpensi hal mana ternyata dari petitum



8. Menghukum masing-wansing terpugat membayar uang
pokoa (dwangsom) sebesar w.50.000,-(lima puluh
ribu rupiah) per-bulan ateu ¥.1.700,- (seribu _
tujuh ratus rupiah) per-hari terhitung sejak
pembungkangan terpugnt’ I dan Tergugat 11 sampai
penyershan rumoh-rumah itu kepada penggugat
dalam keadean Kosong sempurna

9. Megnghukum Tergugat I dan Tergupat II membayar

Linya dalam perkaora ini ;

10, iene tapkan bohwa keputusan ini dapat dijalankan

lebih dnhulu walupun ada perlawanan banding

maupin Kasaosi

aenimbang, bohwa amar putusan @ashkemsh Agung

Hepublik Indonesia tanggal 3 lopember 1989 lio,2022

n/Pit/ 1987 yang telah berkekumtan tetap terscbut
nﬁulah gebapgel berikut :

"Uonolak peringhonan kaswasl deri pemochon kesesi f.4,

"Yagin Aa.3 tersebut j

Lo b
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"denghukum pemohon kasesil ini ditetapkan sebanyak
.« "5.20.000,-(dua puluh ribu rupish) ;

Wapnimbang, bahwa sesudah putﬁuun yang telah
mempunysi kekeatan hukum tetap tersebut i.c. putusacr
dohkamah Agung tanggal 30 lopember 1989 lig.2022 n/
PdtfﬁEﬂT diberitahukan kepada pemohon kasasi deahulu
fénggugnt—Terhnndiug pada tanggal 29 Janunri 1990
kemudian terhadapnya oleh pemohon kaosasi dehulu
Fenppupat-terbanding dinjukan permohonan peninjauan
kembuli secara tertulis di hepnniferann Pengondilan

iiggeri Yjung Yandeng tanggal 1 wei 1990 disertai’

dengan memori alasan-alasannya yung diterima di -

b L e

nepaniteraan Yengadilan legeri tersebut pada tangunl

P —

Chid "

—




denimbang, bulwe tentang permochensn peninjous

kembali tersebut telah diberitohukun kepada pihek

lawan dengon seaksama pada tanggal 5 Juni 1950, hemiﬁ

terhndapaoya oleh pihak lavaennyn telah dianjukan jamﬁh
yang diterima di Hepnnitefunn Yangondilon liegeri Yjun

Pandang tanggal 30 Juni 1990 ;

donimbang, Labwa oleh karena itu sesuai denza

panl 68,69,71 dan 72 Undang-undang lio,14 tahun 1583

permohonan peéninjueuankemboli a quo beserta nwlasan -

olasnnnya yang diajukan delom tenggong waktu dan
dengan cara yung ditentukan dﬂdﬂng-undung, make oleh
kirena itu formil dapat diterima ;

denimbang, bahwa pemchon peninjauankembali
telah mengajukan alasan-alasan peninjouvankembali
yang pada pokoknyus berbunyi seba.ai berikut :

1. bahwa putusan slghkamah idgung le.2022 n/Pit/1587
bertentangan den berbeda dengan putusan wahknmah
agung bo.4093 n/Pdt/1986 (bukti buru P.16) pudo-
hal permasulehan dualam kedua perkarn teraebut
adalaeh sama yaitu rumah yang sama-snma beraanl
dari almarhum #daji Vjafar ; -ﬁﬂ.

¢. bahwe riwayat tansh aampai dﬁﬁik ini masih ptos
nama #aji bjafar (bukti baru £.17) sehingge jelas
kedudukan tenah dan seluruh rumsh dintssnye odo-
slﬂh milik naji Djafer dan tidak bennr Lerpupgst
apli (Lermohon koouoil) mewbanpun rumah dintes
tansh orang lain g ; 5

3. behwa nakim sanding dan bakim kesaoi telah mengu-
pulkan lebih dari peda yang dituntut oleh reng-

pugut rekonpensi hal mana ternyata dari petitum

T el owe i
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J dari gupgatan rekenpenai Penggugat menuntut :

*

denyatakan fengeugnt rekonpensi adoloh pemilik
atua rumuh Jalun Irien Wo.244 dan 246 Ujung
fandang, sedang yang dikabulkan adalah tnnah.
dan rumnh yang terletak di Jalan Irian ho.244

dan 246

4. buliwa Hakim Yanding den Hekim hogasi tidek melak

sanaken ketentunn hukum sebagoimana mestinya hal

ini ternyata dori putusannya yang merubah nama

. " @s8li dari kekak dan oyah pemochon kasnsi yanpg ber.

nama #.Sabda bin Abubakar diganti denpan d,Sabda
bin fmhys. rerubshen terscbut selain menyingaung

peragsann juga bertentangan dengan hak esasi kelw

nbubakar ;

udanimbang, behwa ulnsen-alpsan pamohon penin
ankembali ad. 1,2,3 dapat dibenarkan, karenpn uwghksm
agung telah melakukoan kekelirumn yang nyota berdass
kon pertimbangan-pertimbangan sebugai berikut ¢

bahwe terftyontn uohkameh fgung yang telah men

«  tujui putusan Yengadilan Tinggi telah melaksanakan
kesalohan yang menyolok yaitu mengabailkan lebih dar
yang diminta dimana terbukti pada diktum mengabulks
pemilikan tanah dan rumeh didalam gugatan rekonpens
pada hol petitum hanya untuk rumah saja ;

b b £ bqkti-huﬁti Fo1,p.2,8.3,0.4,F.5. 0,8
dalam kosanai jelaea menmbuktikan pemohon peninjauan

kembuli/Pengpugeat asal adelah pemilik dordi rumah

i gsengketa ;

boalwa ...
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bahwe bukti ¥.7 dalem kesaci membuktiken
bohwa para Lergupat sadelah para penyewa yang
melaonjutkan dari orang tuonya ; i

bulwa bukti-bukti baru £.16 dan F,17 lebih
menguntkan kedudukan dan dalil-dalil pemohon
peninjauvankembali j

berdasarken alasan-alasan pertimbangan

yang diuraikan diatos cukup alasan bapgi wakkameh
Apung untuk mengubulkan pemchon peninjouankembali
deri d.d. fpgin A.3 tersebut dan membatalken putus-
an wghkamah Agung tanggal 30 kopamber 1909 »o.2029
AfPdt/ 1907 sehingga Luhkemuh Agung memeriksa dan
memutus sendiri perkarn tersebut dengan amarnya
gaperti tertera dibawah ini ;

wan imbang, balwa oleh karena pemohon peninje
ankembuli dari H.,a. fasin A5 dikebulkan meka ter-
mohon peninjauankembali dihukum untuk memﬁﬂyar bia}
perkaras dalan semua tingket peradilan maupun daloam
tingkat kesusl dan dalam tingkat peninjauvankembali;

demperhatikan pasal 67 jo pasal T4 (1)
Undang-undang 4o.14 tuhun 1985 ;

M ENGAOLGILI:;

Bangabulkan permchonan peninjauankembali

dari ¢ pemohaon LW, YASIh A 35 tersabut
culppbotalkan putusan Wahkamsh Agung tangaol

10 Nopember 1989 fegno. 2025 anfrat/ 1987
DAl WledGALUTILI SelkDIRE

Lglap ~onpensi ¢
1. slenpabulkan guguatoan penggugnt untuk sebagian

2, denyntekan surat akte hibah ko.21/n.W/14/1980
adalah sah dan berluku ;
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3. Henyutukan surat akie junl beli Lig.810/Wdf 1982
adalah suli dan berloku ;

4. wenyptakan balwa pengpugat adalah pemilik tenoh
dan rumuh sengketa 4o0.244 dan Lo.246 Jalpn Iricn
Ujung fandang ; |

5. denyntulkan patus huhﬁngun gewa antera Pengpugat

dengan Terpupgut-tergugnt terhadap rumsh sengketn

sejok 1 Junuari 1982 ;

6. senyutakan buhwa Yergugat I dan Yerpupat 1I sejn

1 Januari 1982 mendiemi rumal/tansh sengketa

tunipa hak/melowan hukam s

T. Wenghukum Tergugnt-tergugat atau siapa saja yang

s et FoT e AT

mamperoleh hak dari padanys untuk mengosongkan

dan menyerahken kewbali tanah dan rumah sengketan

1, Tl T T

o

+ kepada Fengpugat ;

]

1

B. wenghukum Tergugnt I dan Terpgugat Il membayar Ei
uang paksa (dwangsom) kepuda Penggugat tiep hari ?%
masing-masing +.1.000.-(seribu rupieh) terhitung ?%
‘gejak keputusnn ini dijatubkaen/divanmban sampai ﬁ%
memperoleh kekuatan hukum yang tetop ; %E

9. senphukumn pulu Tergupgat-tergugnt untuk membuyar }ﬂ
ongkos perkara yang diangpar sebesar ».55.000,- Fj
(Lima puluh lima ribu rupiah) ; H
10.danolak gupgutan Fenggupat selebihnya ; ,Eﬁ
\ e lqnn | itﬁ

- mpnolak puputan Pengpupgat untuk aelurdhinya ;

- wenghukum Pengaugat rekonpensi menanpgguny bisya

perkara young dienggor n i h i 1 g %

Wenphulkum pemchon peninjauankembanli akan

membuyur biayan perkura dalam tingkat peninjauann

kembalil itu ditetupkun secbanyak «w.30.000,-(tipan

E |
puluh ribu rupishl} ; ¢




o

Uamikinnlah dipatushan dolam rapat permusya-
waratan Hahkamall Agung pada hari Kamis teangaal 2
Fobruari 1995 dengen L. Adl Andojo Spatiipte, Sl
Eetun Hada yang ditunjult oleh Ketua Mahkamah Agung =~
sabagai Ketua Jideag, H, Tony Hosotomi, 3U. dan
iy Karlinoh faluinl Achmud Jgebrote, SH, Hulkim-Halie

.Anggntn. dan divcapkan Jolan aidang terbuke untuk
‘umum pada hari 1 SELAJA tanogerd 28 Pobreiard 19935
olah hatua torsebut dengan dihadiri oleh H., Lemy
Bpamtomi, 811, dan M,.Synfiuddin Kartasesnita, Si.
Hakim-lakim dnpggota, YWeyan Werku, Sil, Panitera Pung
gunti dan tidak dihadlri oloh kédua btulah plhalt.-

Hokim-Hokim Angpota Katua!
'ttd./ ttd./

H, Tomy Loestomi, SH, Il,Ad1 Andojo Enatjiptﬁqi
Cttd./ '

¥, Syafiuddin fartosnsmita, SI,
i ' Panitera Pengganti,

: _ ttd./
Bipyn-linya b " Wayan Warku, 9,

kS
L

lll‘ﬂﬂtﬂl‘ﬂi l-.':‘l__ll-l'l'l tﬂl:'t! 11'DI:|'D.'--

2, Raodakali s sviie e 000

3. Adminiatrasi PhoLeeee 9.20.000 =
'IIJ :I.I-.lll mlah .. lﬁ.:}ﬂ.ﬂﬂﬂ.-
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P_U T 4 S NN JAS (? f i
Reg.No.343 PR/PdL/ L1980 i?

M AHKAEFMADI s LM G

i k=a paranhonan panagasuankanbaly ke lan

gambil pukusan sabagal bearikub dalam parkaras

1. HASAN bin_ PAMGLNRU, b bampal, Binggal i

Lingkungan Panaikang, Kaoamahan Fanaku -
pang, Kadya Ujung Pandang ;

2. HAJI HAMARING, bartempal tinggal di Ling-

kungan Hadokka, Kecamalan Riringkanaya, =
Kotbamadya LKung Pandang ;

3. DAENG LAU ;

4. KUNNML BALT -

5. P A T A 3 -t

s

1 A kakiganya berbempal Lingoal di Pampang -
Lingkungan Panaihané,_ﬂauamahaﬁ Panaku -
karma, RKokamadwa Ujung’ﬂandang =

£ . ﬁAEMﬁH NAENG HHEHD, biar Lempat Ringgal  di

Lﬁngkungan.nﬂppnkallihg, Hﬁnﬂwﬂt#ﬂ Tajin,
Kotamadva Ll jumg Pandang

7. 8ALEH, b lanpat Linggasl oi Panad Ii:'n'lg
dibelakang Lerminal , KacAama Lan F"ﬂHFl-lu!h.Hﬁ-'_]

Kedya Uiuna Fandang

A. TJAJA binti PANGUNRU, boertempalk Ringgal -

i Lingkungan Panaikang, Kecamalan Panaky

kang, Keddva U jung Pandang j

§. TIMA binki AUDD, alli waris dari Buds bin

Pangumu, berbtempat Rimggal di RE.C Rk. 10

i I
; | Pampaiwg, Linegkyngan Panaihkang, Koka Madya

: Uiy Pandanyg 7 h{h'llL_ﬂ_!l_." B



Samuanyva dalan hal ini mambari kusasa ke -
pada : ASWAMIN, S.H, DYAN ADETAWAN [T, SH
dan FURNT BIAFAR, S.H, Pengyﬂarhfﬂmﬁﬂﬁﬂ =

hat Hukum dari Yavasan Pelilka Keadilan/ -

Lembaga Koorsol Rasi dan Hanbuan Hukum, ==

vang  borkanbor di o cJdalan’ VimLlaran MNo.,301
Uijunmna Pandandg ;
Pemahan-Pamahan  Peninjauvankembali, dahulu

Pemnhon-Pemohon Kasasi I, IT = Tergugat-Ter-

guagak I, 1I/Terbanding ;
m e 1l aw an

- TALLT RETA bin BAKKARA, bertempal Einogal di

Kampung Pampang L. C Hﬁiig, .Haamm;tan Pana-
| kukang, HKoLamacys Ujung Pandang,  dalam |'I.;?|.'|-
ini barkindak ankuk diri sendirl dan Eﬁhﬁéai
kua=sa dari

! 1. Pr. MANTROA bhinki RAKKARA

| 2. PBr. DIANIRA binki RAKKARA ;

: 3.0 P DJIRA binki RAKEARA ; '
.

i . Bl [eAEETT Erin b FlFlHHﬂr-..'H ]

' 5. Lk. NANMENG hinki BAKKARA :

Tarmnhion F@ninjauaahemhali. dahilu - Termohan
Kamasi = Panggugal/ anh:a.n'ﬂj T I
HMahkamah Agung Lersethak g
' : Manimbang, bBahwa dari sarabk=sin al. yang barsangkukan
v karnyaba Poaohon=Femnobon FPEndnjavankemball dabwlu thégai
ﬁgmuhnn-ﬂumnhnn Knmawi I, rlflﬂrgugah-rﬁrgugﬂﬂ [, LS Tar=-

hancdiny Lelah mangs jukan parmohonan pan ajagankembs) | Lere-

. j— ,
hada s kusan Mahkamah fAaoung [T kanggal 20 Ok LobhgaT ﬁﬁ‘\\
IRk : ﬂ’/ﬁ--*iﬁﬁf’f



577 K/PdLS L9H vaiyg Lml#h bere kabina ban Dwglem yama e
il aw  poerkaranyd me ] oan Tenr meslveary R r Jausorlsanmbnig 3
gai lermohon Kasasi/Penogodga b/ Panbandy g, dangan posl =
% perkara sabagal barikubo o :
i Rahwa %HMHﬁa hidupnya, lalaki Halikar héPﬁEhUh mean -
phnvai har La/barang=bargng =abagai barikulk .3
a: satu pakak sawah yang hLarlslak di Kampung Pampang, luas

| 0,42 Ha, parsil No.da 2.1 Lingkungan Panalkang, Kecama-

« kan Panakukang, Kabtamadya Ujung Pandang j

L

b. sabu petak tamah kering yvang tarlehak di Hampuﬁg Pan-
pang, luas n:d? Ha, pAarsil Nn.lﬁln.ll Linguungan Fanai=
kang, Kacamaban Panakiukand, e Ramaciy A Uauhg Pardang ;

0. satu pabak .l'..=1|'|.=.|h karing yang harlekalk  di Kampung Fain=
pang, Knnaﬁhtap Hanakukany, Kobkamadva Ujgung Pandang

d. satu pehtak Lanah kering vana terlekak v Eamﬁuﬂg Pam=

parg, luas 1,61 Ha, persil Ne.29 D.111, Lingkungan Pa=

naikanyg, Kecamalan Panalkokang, Kobkamadya Lgung Pandang;

o]

saby patak tansh kering s=eluas 0,532 Ha, persil  Mo.354
Dol Lerlakalk i Bamping Poomzarneg, 1 iisgkungan Panailkana,
Kacamalan FPanaknksang, KoLimaedya UDJung Panchang |

f. =aky patak sawah yang Lkarlakalk di Kampung Pampang, luas

0,21 Ha, persil Mo 25 80101 finghungan Panaikang, Keca-

. L1
makan Panakukang, Koalkamardyva Ujuna Handang

: i
g. sabtu pabtak sawah yang barlelbak di Kaopung Pampang, Tuas

= 0,09 Ha, parsil No D3 S0, L ingkongan Panmdgikang, K=

‘camalan Panakukang, HKolamadwva Ujungo Fandang ;

sampanys derngan baltas-balkasoya sabagaimana Larsabul doida-

I H
lam =ural. guaal,, barang=harang Learsebul, dirabas didapal  --




Raltlkara sebagai harka warisan/pambahagian dari Hanalk-

ang barnama Fallara vanag didapatnya berdasarkan piu=

o Mabhkamah | Syariah Gowa pada hare Senin, Larpagal L&

abruari 194a ;
Rabwa sawalkbn haadaan kKaoar (wak ki garombalan B Lf

. TT1) maka TRrgugat-Targugal asli partama kemudian mangam=
» Iﬁil alih sacara paLﬁa harand-barang pusaka kami  Larsebulk
'diatas, dan oleh karena Tergugat asiiy Hasan bin Pangunru
cwakbu 1 tu adalah anagoka kenbkara, maka nrang. fua kamt da=

| lam hal ini  lelaki Bakkar, Gtidak bisa berbuat apa-apa,

bahkan avah kami Rakkara parnah dianiava olebh Hasan Bin

Pangunru besarta kaki tangannya karena didapabi hasil dari

-p#dﬂ pusaka kami bLarsabub ;
Mol A \ Targugak=-Tergugal a=ll  parkama  pada Lahun

1971 Lkelan méinhah rinci atas harta Lersebuak kﬁah%ﬂ nama=
‘nya dangan ralih dibsrikan oleh Hakkara avah kami (Panag-
gugalk-Prngougal a=li ) padahal Lmrﬂ&huhltiﬂah pernah Larsa=
but diaka=s, kAmudian 1mlﬁ i jual sebahagaian oleh TRrgugal-

'Tﬁr“gug.!r. Afli pAartama kapada lerdguaal-=Tergugal. as511 kKadua g

Habwa bardasarkan hal Larsabul  dyabas,  Pangaugak-

Pangougak asmla meu L b [V R AT ER mmhaga} hﬁrgkut =z
BRIMAIR : | g
L. HMangatm lkan auaalan Fengeunda b=Pangauas b

2, Henehapkan balhwa FPangguasl-Pengauast adalah ahlil waris

dari Letlak: Aakkara sesua) dengan suralb kepukusan Pang-

aditan Agama/Hahkamah Syariah i Sunggumi nasa banggal 2

Saphanbar 1971, Mo A5/ 1971 |

'd3. HMHenrtapkan babhwa barang -ba ang barsabul. diatas Aatlalah -~

harka peEonggalan dari ialaki Rakliara yand o

{am mEmbsa] An BEar BEa G ria g s awrm = Faehi =



L] L]

i 194l dan yvang barhak akas  harka Rarsadabuk talah

nacga b-Prrgouast. sebaaai abhli waris dari lelaki Hak-

anghe kg h:apﬁlj;a Targical=laraugoalk  maupin Kepacs S1.ApA
saja  unkulk menyarahkan  harta/barang-barang tarsabuk,
kapada Pangguoat=Fenggugalb .dalam keadaan  kosong  dan

SEMPUINS.

5. Mambakalkan jual bali kalau mAmang . ada menganai barang-

barany tarsebul antara Terguoat=Tergugal. parbama dangan

Taratgab=Trraudak Kedhia
&. Manghukum Tergugal=Targugal. untuk membavar samua bilaya
t

vang Limbul karana pmrrkara init ;

7. Henyatakan kepulusan ini dapat dijalankan 1ebih dahulu

wa Laupiin ada parlawanan varzal, bamding akaupun Kasasi;
’

i e T e et

-= Menyerahkan kKepada Dapak Hakim Pangud11aﬁ Meomitl Klas |
Ujuna Pandang unhkuk menjatuhkan HHPQLUHHH Sa%sA] Eﬂﬂﬁi-
-1an -

|"1ﬁ|"|:il||t':|.-11‘|1_.‘.rl Bahwsy pubusan Mahikamah fangeg R Lamgaal

20 Nkbkobar 1987 Wo. 152 K/l 19R4 yvandg btalah barkakuatan

ketap I‘_H|'~!.+=.!I::1||'. adalah =abuaaai I;r;!!"iktjl'.

"= Hannlalk pﬁrmnhnnan Hnﬁﬂﬂi Femohon Ka=asi 1, 10 4

Mernimbang, babwa =sa=udah pubkusan yvang Lalah meampi-

nyai kmkuahan hukum  kebap Lersebul . putus=an Hahkanah
ﬁgunggli.lftanggﬁl AU DK Robers 197 NaL L3328 KPAL/ L1930 diba-
rihah”nanlhﬁhadﬂ Fanohon-Fanohnn Kasasds 1, 11 dabhulug Tar-

gugabk=-Teraguaat. I, IT 'pmdm tanggal 21 Dasanbear 1907 kamu-=

dian karbadapnyva olarh Peachon-Bemohon Kasasi T, 1T dabhulu

Tergugak=lerangalk 1, [ Pearbanding  © de




khusus bardasarkan surah kuasa khusus Lanagal 20

|%FR) diajukan prrmohonan peninjauankemball sacara

1lis dikepani karaan Pangadilan  Negeri  Ujung, Pandang
"-'...a gal 2101 _.'.I:Erluﬂ:“i 1 2FIEL, wamtidian disusul dangan mEmoEi
lasan—alasannya yang dibarima  dikapanilberaan PrngadiLan
Megari tersabubt  pada ftanggﬂj 20 Jamari 1983 (pada hari

ik juga) dan Langgal 18 MHaratb L9HE

Menimbang, bahwa tankang parmohonan penl njavanken-

bali tersabuyt btelah diberitalukan  kepada pihak lawan

dengan ssksama pada tanggal 21 HMaret 19HAR 3

Manimbang, babwa olrh karana 1Ly samyal dangan

pasal &B, 69,. 71 dan 72 Undang-=lLindang Mo, 14 Eahun 19A5
phrmmhnnan_pﬁninjaunnhnmhali A quo besearta alasan—alasan-
n?a vang diajukan dalam Eﬂnggang—hﬁnggang waklu dan denaan
"ngra vang dikantukan Undang-Undang, maka oleh karana in

CFormil dapal. oi Lenmima 3

3 Manimbang, babwa Pamcshon  PAninjavankambali  Lalah

menaa juksan Alasan-alasan paninjatankemba |1 yang pada polol
nyA bairbiey | snbaga hqupuh !

DART_KUASA PEMOHON PENTNJAUANKEMAALT 1 AN BEMOHON FENIN -

=P R B e ———

a

JAUANKEMRAL T TT

1. Rahwa pihak Panagugat asal/ fermohon Pﬁninjauanhanmali .
mendalilkan datam surak gugatannva babwa Terrgugal asal
dﬁlﬂm.hﬂr fni Hasan hin:Pnngﬁnru alias FHasan DRialling

| difitnah  malakukan parampasan  serka manguasail kanah
| mmegkaba smEaAra paksa pads Fahun Ly, Aoalah Lidak
| hAanar "liynah" [1ihaL'ﬁ1ah bukki authankik dard Kowil-=

han lvfﬁulawhﬁi Langgal 7 Mopsntar 19510 Anbon yaimg har-

randa T.J :halaman | butir 1 dan 2 ; dapal m




hwé Hasan {Targugal asal  T) dardi bBlhlan Mai l?d?.
sdlnpai ANRgaAl 5 Pebruaari 19450 I:':IEH'.'-1_£E.‘-1,.-"I‘rﬂ|"f.-l.1l5}.-'=|?p 1 I*'..H';'i-
ntan Hornan Aalikpapan di dalam kasaboannva Angkalan
darat ;
Salaniju hn'kr.l; didalam puku=san Pengach lan Fipagi Juga  sa-
flah-0lah ﬁnmbanﬂwkan balwa Eanah thersabut dikoasai

oleh Tﬂrgugat amal/Pamobhan  Peninjavankambali  denpgan
tanpa hak dan hal ini Lersirat dalam pultusan Pengacdilan

Negari BSulawasi Selakan dengan mansrima Sacara sebagian

‘dan atau keseluruhannya dari memori banding pihak Peng-

gugahk a=al deangan panoerminan pada halaman 3 baris ke-
empAal dari bawah pubusian Pmnggditﬂn 1ingqi Errsabul,, di
ha laman = h-.qr'-i'?: kmlkias balas dari bawaly g

Trhapi Hakim Pangadilan Tirngai sphanarnya Lidak malihat
dan akan hidﬂhlmﬁmpﬁrhﬂhlhﬂh alalb bukki  vang  diajukan
nleh pihak Targugal asal dalam hal ini Hdﬂlah-“riwayat
hidup" vang berbfanda 7.0, dari kesaluvannya (Andakalkan
Darat akas nama Hasan bLlaalling a! as Hasman FPanaunru,
yhné parda =aak kearasbul alkau ﬁ&ma'hahun 19517 herada  di
Pulat Kalimankan (Heonen) dan kBidak L':-I.TII'Fl-I'J di Lgurg
Pamiiang

Rahwa Tmrgggﬂt A<al, Hasan bin Pangamwin alias MHasan =
Bjalling heysama=-sama dangan largudgal asal lainnyda ada=-
lan banar ahli w-il‘i-.“'- walwg wenurg bk bhuakom dan vang berhak
meEnArims warisan Lanah sangkeka ind

Hal ini ﬁﬁﬁuﬂ} dArnddan kelakapan vamng dikeluvarkan oleh
fFlahkamah Syariah Makasar Llibal, bBukbki harktandy T.F
hardysAarkan hﬂﬁhi T.G) yamg marupakan alabk bhukli  yang

diajukan pihak lerqguaal. asal,  akan Lebtapi MHakim Panga-

akany

dilan  Fimnggi Ml Awes i S lakan L |,rj..m/v,“'m.]};;h_
L

spbidak=hicaknya Pldﬂh mﬂmpﬂrr1mh4nﬂﬁﬁ?3134£% Jﬁ;




dompunyai’ kakuaban peabuklian yarng kual, yan2 mana

cidak dapabk disingkirkan beqgiby saja

Smdang oalam kenyaban yaknl  dalam  partisbangsan @ Hakim
' pangadilan: Tinagi manganyanpinghkan alat=alab bukki ini

| smmhingga bLerdapat adanya kakeliruan dalam perbimbangan

pubkusan yvang dikeluarkannya 3

#

3. Hengenai harta bawaao dan hacba campuran @
Aahwa - déangan  adanya  harta bawsan dari Porki yang

manjardi isteri dari Aeta bin Pallara ;
. i o "
Halwa dangan adanya harka bawaan dari  Halba bin

Pallara vang manjiadi suami Foeki g .

LA Q b 5 ' =
: Ralwa =esudah perakwinan hasil bawaan warisan dari.

kacius hafah_pihah diparsatukan dan selama hidup Barcam=
pLur ﬁﬂhagﬁ: sijami  iskars helah memparaleh taﬁi harka-
harla seabngai harbks bawaan, mnEn dangan demikian jelas-
lalh =udalh bhahwa harka dari Baka bin Pallara hﬁrquﬁhﬁr

pada btiga sumbar 1alahb

A . Mar kg bawaan  dari Raka bin Pallara, barasal At

avahnva Posbi
b. harta bawaan dari Aska bin , Pallara brrasal dari
- i

ayahinya Pallara ;

o, harbka campuran dari suami isteri { Poeki dan Reka -

5 biin Pallara ) ;

Pembagian harka ailar 5 (o sadah barand LTAan b Lidalk

: ] :
i akan dibarikan kepada kaponakannya yang barnama Bakkars
hin |abbhi  avah  dari  phoca Pepnoougab asal karsena 1ku

Bukanlah haknva dari Aela bin Pallara, seabhingca ﬂﬁnﬁah
_ damikian maka ﬂ-i-'l'IT.H:.'-JI'-‘-I. iy | oAbty hmLyaﬂ,p-:,:fhij_qlwﬁrfr%g_.‘t|e|h

| - P AL
LRI ATERN -
' F7T A0 N i




i
]

Balagian dori bagian bubkicr 3 (b dan a) dangan parban=

i sEpEn 1o WA Lo bnra cdlalam - pog Larman Falisma
yar iah Falamar Bo. 1247 D96 Laeggal 30 Aoushas 196A

=sebagai barikah
I -
A Wnnkuak & oofamng avalk olar i alolkara i Tabdei menwbpeal

216076 bagian,  yarey berasal dari pamannva HellLa

—_————

bin Pallara, talab Tallis bin BaYY=sera dan saudara—
g saudaranya (sebadgai PRiggugal asal ) -

Lr.  Wnkulk 4 orang anak dari Tma ban Aekka vang bapak -

Katwiingnya Adualalh Ambbka bin Ballara sandapal, pan=

Prengdianiy wal i%san sobanyalk 340,576 bagian unbouk 1033 53 19
i L
Bjalling alias Hasan Pangunoru beesama Lida orang o

; satnlaranya, waimwgy Wi mE i jacdi Tmigigal=Terguaal
Aasal /Pranohan Peninjavankewbal i Jalasnya  Sal/576

Bagtan Lersobol berasal dacri boltar 3 (a, b dan o)

vany Lersasbwl didlag fnd 3

i i B

DARI_PEHDHON PEMNENIAUANKEHRAL T T |1 HANAP THG, DAFHG LAY,

s o e BB R I i B S ol v e i 1 e, Bk 8

AL, LOENG NOLLO AN S0LEF, SECARE TERSEMDIRE ) s

1. Rahwa pada polkoknva Pondgguoga b=Foiwguaogal asal ki Tiagp—

mulwiy Poninjadanikamnteal o Lo lahy medvaguia |, 1@ guga b-Toar =

guyal a=al | 1:3-.1l1 tergudal. osal LD ddengane ol 1, balnweas

Targucra e Targugad Lo aa b T metmea KA o nnisbis il s m I.JI.-'I:II-:.".?II R B

Jata  apr dan mE amppacih Laoeah sanghes b oba) 0 Nakkang g pada

. ILFATIT, Wl L1 e npena L, -L-'HI;-JIE,II.JI-L_J.H. il Forsr =tesbsng I,.

Eludah  pan paby ddibolohilean haldanseaiya sopan gaing peonckar
i

ini, sethinggd =@ laliwa hanvalab boardie i o <sendicr i, ka-

rEanA iy dpmiloianlaly headaaan dal il BPanaguega b= Pangg -

Cogal o asal yang hanva diperolnh cara harpakin da 2 L'il"--’.""
: - \ WEGERy

pranddapal, pribadi ) amhid nguo sahoag Hsnya [ é{ﬁ-i‘:_! >
O 1STAN
| b P 1 i




gy

b

Mifparaaya SabaEa i mana k@ b.anbuan I:Im'-j.u|1.-_:j-l:lm:|ar'|g [ RN )
ng harsabuk pacda pasal .06 dan pﬁsal S0
Rabwa jJika disimak bankahan karas daril pada Targuasak-
' Terguaat, asal vang dikualkan 10 sural Bukti authentik,
dianlkaranya adalah =urat parjanjian yang herisi WwARiak
| kerkanggal 5 Juli 1941 yang-disahkan nlah- Motaris The
, Eng Gie, Sarjana Hukum Netaris Makaszar, surrabk kebalapan
I i
' IpRda atas namé Terguaat aéa] 1 =ebagai pamegang- hak
I amal , Lransak=i Jjual bali kanah sanakeka dihacdapan pe-
CJabab  peambuak akka anbara 'I'Hrd:_pugﬁI_'_-—Tmrgug.;t. asal T ke-

Cpada Targiygalb asal Ul sebagal panbali yanga baritikad

baik wang. . dikuatkan pula 2 orang Sansi lTerguaat-Tar- .

gugat asal vang naneranakan dibawah sumpah, bahwa Ter-

gugabk-Targugal asal=lah vyang menguarap banah sangketa

sejak semila dan Lerus manerus sanpal sekarang

Aahwa =sabagaimans vang berungkan dalasm parsidangan Pang

14

adilan Megeri Kelas [ Ujung Pandang, . hahwa cTeraguyga k-

;an'q.llug.'il'. Asal ] adalah pihak prabalil tanah =ensaketa
|
jdari Tfergugak-Tarangal a=al | vang i lakukan o hadapan

l

pejabal pembual akbka Langh bAardasarkan Pearaturan Peme-
.I A =

rintah No. 10 Eahun 1941 Larssbulk pada  pasal 19, maka

]
kepadanya harus oy Dindunai bukum ;0 0 A
4, Aahwa DMAangooga =Fengagiegal asal BErdak dapak memtiik B kkan
po=iba guigabannva berupa atlanya leacrguaal, asal [ oornak=
=a, mEAngAnGAm dRNgAn wen ja Foa apn dan mearampas  obyek

- . ‘senghkata dari  orang - Luds Fangdudal asal yang barnama

|
Rakiara, adalah usaba Timk dalam banlule Fyhoah beolaka,

Karana posiba gugst Panadguigal asal Lersabul Ridak pﬁrl-

fAa Earbilch i MABAMArANNYA SARANJAN pacioanr: aleh

emphaty 1L sRlain fampal lirelirr ) A rian Menggd




lawha=i Salatan yvamg manbabalkan Kapo bisan Pangadi lan

ffloari Kelas 1 WUjung Pandang dan mangabulkan gugalan
Brggugal asal wvand ﬂnyngvahyﬂ Fﬁﬂﬂﬂdllan:Tinggi ﬁula—
wesi  Selatan mengukuhkan  pubusan Pengadilan Pleizri
Kelas [ Ujung Pandang tersasbub dan manghukum 1-;F.:J‘|.s_:lgl.h}ﬁ|t
asal membavar biaya parkaras j
Unbkuk  iku kini Tergugat asal T (Pamohon Paninjauanknm-
i bBali 1, 11) kalah mnngajukhn tuntubtan piﬂﬂna-iagaﬁ
saaala Hﬂtarapgﬂﬁ bohon yvang diungkapkan Penoguaal azmal

dalam prrsidangdn sebagaimana dimaksud pasal 242 KUHP ;

{l1ihak lampiran 13 3

5. Rahwa harkitik Ealak pada ougatan Pengaugak asal, s6— .
. lain keliru karena Penggugat  asal Lidak menyebullzan
hataz=-hatas Eanah smAcard karprRrim:i dan tarsamiiri-

: spndiri  mangeanal Lanall yang dikupsai olmh para Tergu=

' gat=Tergugak asal, - juga Pangaugal ﬁﬂnl lkmliry. kidak
' mengougal aﬂhagiﬁn €318 i) yaﬁg hﬂrkﬁduduhan ﬁmhaﬂdi

hearikket dalam abyvek sanghela, babkan Fanggtaat asal
é mangguaal  orang o yang  Lidak menpunvai sama sakali hu-
bungan Bukum dengan nbyele sangkeba, =aparki Targugaknya

Kunni Rali, bBerteeapat Ringgal  di 0 Paepang, Kelurahan

"pandikang,  Kacamalan Panalkkokang, s Bosmdedya L Hane

| dang disecbul sabadai Trrgugal dalam nomor Ul L & 3

HMHeanimbang @ ,

i K L
menganai  kebaralan ad.l o dan ad. 5 dari | Koasa

Prmoalnen

Paninjavankenbal i1 dan Penohon Penin aauAnkembali 11

Aabhwa kabhéaratan ini Bidak «dapatb dibanarkan, karana

|.='|—_ i

ukan alasan paninjavankembali sebagaimana dimaksuad  dalam

. e
pasal &7 Undang-Undang Mo 14 kahun 1904 T s




i
I

panzy __kebaratan_ ad.?  dapry  kuama Sewehon Peninjagan=
I_dan_Pemohon Peninjasusnkembali 11 :
Hahwa kaberakan ini Lidak dapal dibenarkan, karena

L
marupakan suabu  kekeliruan sebagaimana dimaksud

-dﬁlﬂlﬂ pasal &7 f Undang-Undang Mo, ld kahun 985 ;

mangenal keberalban ad. 1, . ad.2,- ad.3, ad.5 dari  Ppnobon

Paninjavankembali [ (secara_ tersandiri) - i
Rahwa kehAratan=keberalan ini tidak dapat ‘dibanar=

kan, karana bulkan alazan paninjavankambal 1 sabagal dimak-

sud dalam pasal &7 Undang=lUndang No.l4 tabhun L9A5 :

mengenal  keberatan ad.d dari Pemohon Paninjauankembali I

(seeara larsendiri)

Aahwa kebharatan ini tidak dapak dibenarkan, karena
tidak memenuhi syaral sebagal alasan paninjauvankembali ma-
nurut pasal &7  a Undang=-Undang No.ld tahun 1935, olah

Karena dalam lampiran T tidak Lerdapat putusan Hakim Pida- .

na tenktang kelerangan bohong vang dimaksud !

i HMeEnimhang, bahwa parda=sarkan hal=hal yang diper-

I . ‘
Eimbanghkan diatas, maka parmobhonan paninjavankenbali vang

I : 4 i

diajukan olah Hasan bin Pangumry dan Ravhn-kawsn bersenol
- :

adalah Lidak brralagsan, sphingga harus diboiak
I

Mamparhakikan pasal-pasal  dari  Undang-lUndang © JNr. 14

|'...:f!J'IIH‘| 1285 3

HENGADTITLTI

Manolak permchonan peninjavankembali dari

- - 1 T i . .

HASAN bin PANGUNRL, 2. HAJI HANAPTING, 3. DAENG LAL,

o i i, R T T P ——rrrr

‘B, TJAJA binki PANGUMRL, '~:|.-; lT.ﬁﬂ_t:‘i_rlEj;nﬁ_J___ fFJ?" "ihf'ﬂ'
: h ,-*’-..:

4. KUNNU BALT, 5. P_A'T A, 6. SAENAR DG. BOLLO, 7. SALEH,
LY C——————a
|




g’ o Menghukum Pamohan=Pamahen  Pan injavankambal i unbuk
e Y S B mambayar hjava pnrkara rdalam Lingkat pﬁn1n3nuanhpmhnl1_5ni
&5 H“rn" ? - , :

ditﬂfanhﬂn vﬂhanyﬂh Rp-:u.ﬂuu, { Tiu; pu1uh r1hu ruprAH )

- ; 'Dmmzklanlah dipu buskan da1am runi' parnlSyauaratan
" Mankamanh  Agung pada  hari :'bELﬁﬁﬂ anqgal 30 April 1991

| dangan ANTONMIUS SOERIALD, S.H - Halk im Agurey  wang el tun=
IJ -
L juk olah Kakua HMahkamah Agung  sabagai Kelua Sidang,

. E?ﬁFIﬂR -E.H ﬂan HHHHHHG SOEHEDHY, S5.H - sahagai Haki m-

Ital-:'im f-'ﬁngr:mta, dan diucapkan dalam dang kerbuka untuk Uit

paﬁa hari ': KAMIS tangoal 30 H E 1 I??l oleh Hatua'

Etdang 1ﬁrephuh, dangan ﬂlhaﬁrr' “aleh H. H?nhrnn H,H:dan.l
] . il .,
ﬂﬁHHnHﬂ EDEHEDHY, 8.4 = Hah1m~Hahim ﬁnggnta, clany ETUFFIHHH

' SUMENTRT,' S.H - Pani kara Pangaanki, dnngdh tidak dihadiri

nleh kKaAadua balah pibhak-;

Hakiﬁ-Hﬂkim Anganta : K e Eua :
%
Lt/ : Ehd/ |
H. SYRFIAR, S5.H ANTONIUS SOERJADD, S5.H
ttd/
BAMBANG SOEMEDHY, S.H
Biaya - Riaya @ Panikara Pangganki ™ .
1. Pambaritabhuan PaAaninjauan= I kedf
kembali- «dan penyArahan SO0OFF TRAKN HHHﬁHIHF .-
salinan memoriavyM ... ... Rp .25, 500, - ;
2. Adminiskrast  .......0.0.. K. 2oatl, - .
P TR B i Rp. 1L 000, - .
4. Ma bteora i ooaaonca P Luwd = % I

Jumlah = Kp.s0. 000, -




